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Oleh: Tim Materi Fakuitas Hukum Unair

“'Sudwu” peraturan hukum secara essensiil

tecbénituk “dari suatu ‘keputusan  subyek ter-

téntu yang datam kewenangan untuk itu pula.

Keputusan yang dimaksud di’ sini mempunym'

pengertian terfentd. Keputusan ini mempunya
bentuk atau proses tertentu pula. Misalnya bila
kita lihat pada beberapa contoh dalam hukum
prwat maupin hukum pubhk ‘Dalam hukum
pubhk karena sifat dari kepeﬂtmﬂan yang

diatur meny‘angkuE kepentmgan publik maka

bentuk dari keputusan di sini ditentukan pula

oleh pemermtah Pada bentuk ini tezdapat"
unsur tertilis sebagaunana ‘mestinya seria di-

tempatkan sebagaimana mestinya (rmsal

dalam LN). Terwlis  sebagaimana. ‘mestinya |

bukan berarti tulisan b:asa tapi tulisan:dalam
arti yuridis. Seperti kita lihat dalam sejumlah
peraturan perundang-undangan terdapat tulis-
an tertentu yang di dalamnya yang memuat
konsideran, pasal-pasal setta penjelasan dan
sebagainya. Penempatan juga demikian, pe-
ngertiannya adalah pengertian juridis. Penem-
patan keputusan yang akan menjadi hukum
publik ditempatkan dalam suatu lembaran
testentu  yaitu lembaran negara. Begitupun
dengan Hukum Privat. Di samping itu fungsi
lain dari lembaran negara menyangkut fiksi
hukum.

Dalam suatu peraturan perundang-undang-
an ada berbagai pengertian yang dapat di-
pabami. baik pensenian yuridis maupun non

yuridis, Untuk pengerian yuridis  erat
kaitannya dengan penegakan hukum bahkan
terdapat hubungan yang kompleks. Kesulitan
utama yang dihadapi adalah apabila dalam
penegakan hukum tidak terdapat pemahaman
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pengertian yang dibentuk/dibetikan. undang-
undang. Pada masa-masa ajaran legisme . ke-
sulitan ini berakibat pengadilan yang. tidak
menemukan dasar. hukum dalam  peraturan
perundang-undangan bagi suaty sengketa- ter-
paksa menolak perkara itu. Namun pandangan
yang lebih ‘modern lebih menititikberatkan
untuk melengkapi dan mengembangkan suatu
sistem di mana dalam bhal terdapat-Kesilitan
memahami suatu undang-undang atau bahkan
lebih luas dalam: bal tidak ditemukannya
~ hukum atas suatu kasus, dengan sistem. ini
dapat memberikan jalan keluar untuk . ke-
sulitan-kesulitan ini.

. Pada suatu kasus terdapat dua hal yang
pertama hal-hal yang konkrit terdapa{ pada
kasus, berupa fakia-fakta yuridis dan yang
kedua adalah aturan hukum yang diterapkan
dalam penyelesaian kasus. Dengan ditampil-
kannya dua aspek dari hukum yaitu aspek
normatif dan sosiologis terdahulu, maka kami
berkesimpulan bahwa antara fakta yuridis dan
aturan hukum yang akan diterapkan berkait
erat. Ini dapat dipahami karena dalam masya-
rakat terdapat pula hukum dalam arti sosio-
logis di mana fakta yuridis yang terdapat
dalam suatu kasus mendapat tanggapan
hukum dari masyarakat itu sendiri. Tanggapan
ini didasarkan atas suatu pandangan dalam
masyarakat bahwa ada pola perilaku terientu

erian, 0,008 | dalam. masyarakar.dengan. kevakinan, hukum

yang .sesuai antara penegak huku;h_ dengan

masyarakat itu sendiri, menghendaki suatu
perbuatan yang berfungsi sebagai perilaku
harus twnduk pada pola ini. Adanya pelang-
garan yang dapat menimbulkan kasus atas
pola ini diantisipasi pula dengan sanksi




hukum ‘oleh ‘masyarakat. Sanksi atas’ pelang-
gatan daiam sttemnya berkait® ‘dengan’sistem
pola: perilaku’” ini yang mantinya: ‘dapat #di-

}adlkan _bahan pembenmkan hukum secara

o P kta yuris
dacanka_n aturan hukumnya yang. nanti akan
d:terapkan Aspek normatif. mengandung pe-
la bah_wa denga adanya susunan

am Lembaga per-
adllan Apab;la hakzm ndak berhasil

daric hukum yang {ak te:tuhs ya;tu ‘huki yang-

hidup di’ masyarakat Upaya'ini dilakuka
hakim* dan’* dapat " disebut - “pembe kari
hikum, Jika “bakim “tidak mendapazkan ‘per-
aturan “hukum’ yang “dimaksud 'baik dar
hukum “tertulis “matpun'ak  tertulis, maka
selan;umya haknm wapb menc:ptakan hukum

Proses penemuan hukum .masnh daiam
satu kerangka - spetierapan hukum) yaitl
menghubungkan atau memberlakukan suaty
peraturan-. hukum - yang -bersifat umum dan
: .terhadap suatyu kasus . :yang. :bersifar
i, . Hubungan ini dapat. terjadi: antara
unsur-lnsur. yang te:ciapat dalam suatu aturan
hukum , .yang.. bfasanya TeTUIUS. . secara. tegas,
dengan -unsur-unsuc, ‘yang .. terdapat. dalam
suatu - kasus berupa fakta . yuridis. Antara
rumusan . peraturan hukum -:yang . memuat
unsur-unsur. perzturan dan fak yuridis. harus
zer]adl hubungan._. ang . bers:fat identitas.
Susunan_suatu, _penerapan hukum adaiah Ser
bagazmana suatu sﬂogasme dl mana peraturan
hukum ci:!etakkan da_premis mayor. dan
L _' kasus diletakkan. .pada
posisi premis mmor Hﬂsai dan s:!og:sme
berupa kes:mpu[an inilah _yang men;ad: asas
penenwan keputusan hakim dalam kasus itu.

.Beneninan, hme%e%wiwﬁ“@sm”a”

dapat’ dlbagl dalam’ tiga tahap Yang perani, -

metiemukan” ‘hukum® dalam “anti menezapkan
p;iahan di antara seldan ' Banyak hikuns yang
sesvai dengan perkara yang akan ditangani
oleh hakim. Tahap kedua, nienafsirkan Kaidah

hikupd yang - telah’ dipilih sesuai dengan
pengertian ¢ ‘kaidah " ketika ‘kaidah - hikiOm
dibentuk.” Kemudlan langkah ‘yang ketiga ‘det
ngan mienerapkan’ norma’ ‘yang telah dttafs;r—
kan te:hadap perkara yang akan. dlpuzus 2
*-Metode® interpretasi * dx!akuka_n* dengan
mengmgat *kesulitan -hakim dalam’ -memahami
pengertian yang terkandung dalam suatu- per-
aturan hukom sesuai ‘dengan pengertian yang
dimaksud oleh. pembenmk hukum'pada waktu _
menerapkan ‘peralutan’ "hukum At Jadicsi
interpretasi | i
‘yang ' ‘bacu,’ _ £
pengeman dengan konteksra--=kasus peraturan
yang dimaksud*” oleh pembeatuk hukurn
Beberapa " ‘macam ¢ 1etode i
antaranya :alah Grama{:kal’
' istoris; “Teleologi ,Sos 'logas' Logis;
Resmktnf dan Anaiog: “Proses pena
interpretasi-ini berlaku ‘dalam” lmgkup '
tenulss dan masih’ pada tahap kedua | penerap-
an ' hukum. Kégagalan™ dalam ‘menggunakan
metode ini ‘oleh hakim® ‘akari’ mengembal:kan
peker;aan hakim* pada tahap™ pertama tetapi
dengan- sasafan” yang' berbeda” yaitli: hukum
vang tidak tertulis. Proses ini dinamakan
pembentukan hukum; mengandung pengesti-
an hakim secara aktif 1 encari, menggali dan
menentukan hukum yang hid . di masya-
takat, kemudaan dengan pertunbangan lertentu
masuk pada tahap' ketiga dari penerapan
hukum. Dalam pembentukan hukum ini hatus
diupayakan unsur-unsur_ dan Y '__dengan
mengingat syarat-syaratnya vyaitd syaral iden-
titas sebagai pokok 2_" Keputusan dengan
proses penerapan yang demikian ini disebut
Jurisprudensi. Metode penemuan 'yas}g dem:-

kian ini dalam prosesnya yang dila ikan oleh

hakim harus mempertimbangk unsur-unsur
dari hukum yang terdiri da i Unsur idiil dan
unsur riil. Pembentukan ukum JYaitu me-
nemukan hukum tenuhs unwk stati kasus
harus didasari “lebih “banyak” pengétahuan
tentang unsur eiil dari hukum. Unsur-unsur riil
ini terdiri dari kebudayaan, lmgkungan alam

dan manusia. Sécara ilmizh maka brdang-

Wmdau&ww@a@gm@@@mmgw@e«%{m&u ki

dalam:menggali-unsur riil ini di antaranya; An-
thropologi, Sosmtonr ?&koioga Teknoiom dan
sebagamya S rmmiEgnoniIT o
Apabaia dalam kedua proses penemuan
hukum “yaitu < atas hukim  tésulis © dengan
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interpretasi- dan hukum tidak tertulis dengan
metode empirik terdapat - kegagalan, .. maka
selanjutnya  hakim wajib menc:ptakan hukum
yang- baru, - Juga .dalam  kegiatan_ini. tidak
terlepas .dad pertimbangan utama. atas unsut-
“unsur; hukum. -Hanya saja, perbedaan -dengan
pembentukan hukum . adalah terletak -pada
unsur yang menjadi titik- berat pertimbangan.
Pada pencipiaan- hukum . ini- lebih -banyak
mendasarkan . pada pertlmbangan A1as_unsur-
unsur: hukum baik . idiil miaupun 1iil. -Secara
teknis . maka: unsur-unsur,-idiil yang-. berupa
hasrat, susila dari manusia_dan. rasio. manusia,
dltunjang dengan filsafat hukum dan -ilmu
normatif. Dan.unsur riil yang akan dijadikan
pemmbangan oleh. hakim -ditunjang dengan
bidang Amln'opoiogl Sosiologi,-Teknologi dan
sebagainya. Perbedaan dari penciptaan:hukum
dengan pembentukan hukum dilihat dari sifat
norma hukum yaog dihasitkan adalab, bahwa
pembentukan hukum hanya sekedar menam-
pilkan hukum tidak terulis ke dalam bentuk
tertulis, - Sedangkan : penciptaan - hukum - lebih
d:upayakan untuk -membuat . peraturan atau
noIma yang sebeiumnya belum ada menjadi
ada. P .

Metoda ?enemuan Hukum

Dalam kepustakzan _dikenal ada “dua
macam methoda penemuan hukum, yaitu:
1. Meioda penafsn:an hukum, yaag terdiri
dadi
“a. 'penafsiran gramatlkal
b. penafsiran. historis
"¢ penafsitan sistematis
““d.. penafsiran teleologis
" 'e. penafsiran restriktif
f. penafsiran ekstensif
g penasiran komparatif
h. 'penafsiran futuristis
i. penafsiran otentik
~j- penafsiran logis. .
2. Methoda konstruksi hukum yang u:rdm
 dark:
:a.analogis -
b.. argumemumacont:ano
L....rechisverfiining.

ini- merupakan proses konkritisasi dan. in-
dividuallisasi - peraturan - hukum -yang - bersifat
umum dengan mengingal peristiwa konkref.

" Penemuan hukum terutama dilakukan-oleh
hakim dalam memeriksa dan memutus ‘suatu
perkara Penemuan” hukum’ oleh hak:m ini
dianggap yang mempunyai wibawa. Timutvan
hukum “pun dapat melakukan penemuan
hukum. Hanya kalau hasil “penemuan’ hukum
oleh-hakim_disebut hukum ‘sedangkan’ hasil
penemuan ‘hukura  oleh ilmuwan “hukum
bukanlah hukum melainkan 1lmu/doktrm
Sekahpun yang dahasﬂkan bukan hukum

namtn “di sini " digunakan 1suiah penemuan
hikum juga oleh hakim_ ‘dalam putusannya
menjadi  hukum. Doktnn _bukaﬂEah hukum
melamkan sumber hukum '

Balam penemuan hukum hak:m dapat
sepenuhnya tunduk - pada undaag—undang
Penemuan. hukum ini terjadi berdasarkan
peraturan-peraturan .. di luar hakim sendiri.
Pembentuk undang-undang membuat peratur-
an umumnya, sedangkan hakim hanya meng-
konsiatie bahwa peraturan perundangan.dapat
diterapkan  pada .. peristiwanya, kemudian
hakim menerapkannya. Dengan demikian
maka penemuan hukum tidak lain merupakan
penerapan undang—undang yang teqadx secara
log:s

“ Urgensitas ‘penemuan hukum ada karena
suatu ‘ketentuan perundangan, tidak “dapat
diterapkan begitu saja secara langsung pada
peristiwanya. Untuk ‘dapat menerapkan - ke-
tentuan ‘undang-undang ‘yang berlakusecara
umum dan’ abstrak sifatnya ‘itu pada perist:
iwanya yanp konkret dan khusus sifatnya;
ketentuan undang-undang ita harus diberi arti,
dijelaskan, atau ditafsickan dan diarahkan ‘atay
disesuaikan dengan peristiwanya untuk ke-
mudian baru diterapkan pada’ pensuwanya
Peristiwa bukumnya harus dicari terlebih
dahulu dari peristiwa konkritnya, kemudian
undang-undangnya ~ ditafsitkan untuk dapat
diterapkan, dan atau dikonstruksikannya.

Demikianlah sekilas mengenai penemuan

Penemuan hukum lazimnya diarttkan se-
bagaa proses pembentukan hukum oleh hakim
atau petugas-peiugas hukum lainnya yang
diberi tugas menetapkan hukum terhadap
peristiwa-peristiwa_bukum yang konkrit. Jadi
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h:{lmm techadagp.... peristiwa._hukum, . Per

masalahan yang lebih krusial lagi adalah para-
meter apakah vang dapat digunakan. untok
menilai hasil penemuan hukum o‘eh Takim
atay juris? : -
Marilah kita diskus:kan bersama.






